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Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan 
Anak Studi Analisis Regulasi, Pemahaman dan Implementasi di Kabupaten 
Jepara” dalam karya tulis ini peneliti menyuguhkan fakta yang terjadi 
dewasa ini terkait maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh 
perempuan dan anak. 
Dalam temuan penulis, setidaknya ada beberapa hal menarik yang 
penulis paparkan, seperti banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh sekelompok orang, atau seseorang secara individu namun 
mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukanya adalah perbuatan yang 
melanggar hukum. Padahal kita ketahui bersama banyak sekali prodak-prodak 
hukum yang ada, dimulai dari perlindungan hukum atas hak asasi manusia, 
hak untuk berserikat berkumpul dan berpendapat, perlindungan hukum 
terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan banyak 
lainnya, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun hal itu 
belum mampu dirasakan secara utuh atas kehadirannya bagi masyarakat, 
ketidaktahuan masyarakat ini berdampak pada sikologi masyarakat itu sendiri, 
maka timbullah sifat inferior terhadap hukum, sehinga kelompok ini 
cenderung apatis dan selalu berada pada zona yang rentan akan konflik sosial. 
Karena sampai dewasa ini hukum belum mampu menampakkan wajahnya 
sebagai pembela kebenaran dan keadilan, yang ada hanya hukum selalu tajam 
kebawah dan tumpul keatas, hal inilah yang menjadi salah satu hal menarik 
dalam karya tulis ini yang akan dipaparkan oleh penulis. 
Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode kualitatif, 
Sedangkan metode penelitian ini bersifat deskriptif artinya suatu metode 
dalam meneliti  status sekelompok manusia, suatu objek,  suatu kondisi, suatu 
sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 
penelitian deskriptif ini adalah  membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena. 
Adapun Rumusan masalah Adakah Regulasi Perlindungan Hukum 
Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jepara, Bagaimana Pemahaman 
Pemerintah dan masyarakat terhadap Regulasi Perlindungan Hukum Perhadap 
Perempuan dan Anak di Kabupaten Jepara,Bagaimana Implementasi Regulasi 
dan kebijakan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dengan tujuan 
penulisan: Untuk Mengetahui Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap 
Perempuan dan Anak pada Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jepara, 
Untuk Mengetahui Seberapa Jauh Pemahaman Pemerintah dan Masyarakat 
akan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di 
Kabupaten Jepara, Untuk Mengukur Seberapa Jauh Implementasi Regulasi 










   
  
   
   
    
   
  ):ءاسنلا75) 
Mengapa kamu tidak mau berpegang dijalan Allah dan (membela) 
orang-orang yang dilemahkan baik laki-laki, wanita-wanita maupun 
anak-anak yang semuanya berdoa: “ya tuhan kami, keluarkanlah 
kami dari negeri ini (Mekah) yang dzalim penduduknya dan berilah 
kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami penolong dari sisi 
engkau. 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang 
tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap 
kelompok perempuan secara khusus,  namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat 
bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, 
termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan 
demikian bila dikaitkan dengan kewajiban Negara untuk memberikan 
jaminan atas warga Negaranya. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk 
menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok perempuan 




KATA PENGANTAR  
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, yang 
telah memberikan taufiq dan inayah-nya, sehingga dapat tersusunlah karya tulis 
ini, salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad 
SAW, beliaulah Nabi yang memberi jalan terang bagi kita semua, amin. 
Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan metode kualitatif, 
Sedangkan metode penelitian ini bersifat deskriptif artinya suatu metode dalam 
meneliti  status sekelompok manusia, suatu objek,  suatu kondisi, suatu sistem 
pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tuajuan dari penelitian 
deskriptif ini adalah  membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antar fenomena. 
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati 
tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat 
sosial tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, 
keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan 
yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara 
yang mengakui keberadaan dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang 
wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara yang 
mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus juga 
dijamin oleh Negara tanpa ada perkecualianya. Jaminan yang diberikan Negara 
atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah 
Negara meratifikasi suatu konvensi Internasional tentang HAM atau 
mengeluarkan peraturan apapun yang menjamin hak asasi warganya, namun 
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lebih merupakan tanggung jawab Negara dalam menjamin hak-hak yang telah 
dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan 
Negara atas  hak-hak tersebut. Karena hak hak yang paling asasi tersebut secara 
kodrati dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya didunia 
sebagai seorang individu yang merdeka. Hak asasi manusia itu ditemukan dalam 
setiap hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan yang harus terpenuhi. 
Karena itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut 
oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Perempuan sebagai salah satu 
kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang 
juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak 
menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap 
kelompok perempuan secara khusus,  namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat 
bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, 
termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan 
demikian bila dikaitkan dengan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan 
atas warga Negaranya. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin 
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok perempuan sama seperti 
jaminan terhadap kelompok lainya. 
Karena perempuan juga bagian dari kelompok masyarakat yang juga 
harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan 
juga harus diangap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum. Selama 
ini, isu hak asasi perempuan sebagai dari HAM masih merupakan isu yang 
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belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan diantara 
isu hak asasi manusia lainya seperti hak sipil dan politik atau ekonomi, sosial 
dan budaya. Mengapa demikian? Charlote Bunch seorang aktivis HAM 
perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah 
dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik 
perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun 
karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, sehingga masalah 
perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya menjadi tidak 
kelihatan (invisible). Lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat ini, isu 
perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian Negara ditingkat 
Nasional maupun Internasional. Hanya dengan cara tersebuatlah isu perempuan 
dapat dianggap sebagai masalah Negara dan Bangsa, dan bukan masalah 
golongan perempuan saja.1 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini tidak akan bearti 
tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerja sama antara pihak-pihak yang 
berperan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh kareana itu pada kesempatan 
dengan penuh perasaan tulus penulis bersyukur kepada Allah SWT. Dan ucapan 
ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Muhtarom HM, selaku Rektor UNISNU Jepara 
2. Bapak Drs. H. Ahmad Bahrowi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah 
3. Ibu Mayadina Rahmi M., S.H.I., M.A. selaku Dosen pembimbing yang 
memberikan bimbingan kepada penulis. 
4. Para staf fakultas Syari’ah dan Hukum . 
                                                          
1Dr. Niken Savitri, SH., MCL. HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap 




5. Teman-Teman yang banyak membantu penulis, walau terkadang juga 
kalian sering ngrepotin. 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu. 
Meskipun penulis telah merasa berupaya semaksimal mungkin dan 
dibantu oleh berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 
dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena 
keterbatasan waktu dalam penelitiam dan kemampuan penulis yang kurang 
maksimal. Untuk itulah, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif 
guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. 
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait 
dan bagi pembaca yang baik. 
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Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini tidak akan bearti 
tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerja sama antara pihak-pihak yang 
berperan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh kareana itu pada kesempatan 
dengan penuh perasaan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak 
terhingga kepada yang terhormat 
1. Ayahanda Ahmad Sa’id dan Ibunda Siti Aminah adalah orangtua penulis 
beliaulah yang tak henti-hentinya memberikan motifasi dan doa sehingga 
penulis bisa sampai pada tahap seperti ini. 
2. Bapak Prof. Dr. KH. Muhtarom HM, selaku Rektor UNISNU Jepara. 
3. Bapak Drs. H. Ahmad Bahrowi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah. 
4. Ibu Mayadina Rahmi M., S.H.I., M.A. selaku Dosen pembimbing yang 
memberikan bimbingan kepada penulis 
5. Semua Dosen-Dosen yang telah memberi bimbingan pada perkuliahan 
penulis. 
6. Semua staf UNISNU yang telah banyak membantu terselesaikannya kuliah 
penulis. 
7. Seluruh Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
Cabang Jepara  
8. Seluruh Sahabat-Sahabat Organisasi Intra Kampus yang selama ini menjadi 
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